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Abstrak
 

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, Penyidik, penuntut umum,

atau hakim berwenang meminta keterangan secara tertulis kepada pihak pelapor (Bank) mengenai harta

kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik, Tersangka atau Terdakwa tanpa

ijin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dalam tesis ini akan dibahas pengaturanÂ  ketentuan rahasia Bank

terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban Bank

dalam memberikan keterangan harta kekayaan kepada Penyidik Dalam Rangka Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

yuridis normatif, atau penelitian yang menitik-beratkan kepada penelitian kepustakaan. Data yang telah

diperoleh diinterprestasikan dengan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum dalam ilmu hukum,

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur atau

kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa apabila

syarat-syarat dalam pasal 72 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tidak dipenuhi oleh bank, maka bank

dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana, sanksi administratif dan gugatan perdata.

<hr>

For the purposes of examination in money laundering cases, investigators, prosecutors, or judges have

authorize to request written information from the reporting party (bank) regarding the assets of the person

that has been reported by the PPATK to Investigator, Suspect or Defendant without permission from the

Chief of Bank Indonesia. In this thesis, will be discussed the provisions of the Banks secrecy relate with

prevention and eradication of criminal acts of money laundering andÂ  liablities of bankÂ  in providing

information of wealth assets to investigators in the context countermeasure and eradication of money

laundering. This research usingÂ  normative juridical method, or research that focuses on library research.

data that has been obtained were interpreted by legal interpretationand legal construction in legal science,

then have been analyzed qualitatively by combining data from the results of literature studies or literature

and field studies. Based on the analysis were carried out they can be concluded that if the conditions in

article 72 of Law number 8 of 2010 are not fulfilled by the bank, then the bank can be asked for liabilities

such as criminal, administrative and civil claims.
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